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PUTUSAN
Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Ktb

St b\ %
sl o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 25 Januari 1998, agama Islam,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Supir
Truk, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Kotabaru, dan
mengambil Domisili Di xxxx, Kecamatan Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 13 April 2002, agama Islam,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Kotabaru

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02
Februari 2021, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor
71/Pdt.G/2021/PA.Ktb pada hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:
1. Bahwa, pada tanggal 25 April 2019 Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru
(Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 29 April 2019 );
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat

tinggal di rumah orangtua Pemohon di alamat xxx, Kecamatan Kelumpang
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Barat, Kabupaten Kotabaru, sampai sekarang. Pada awal pernikahan
tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan belum dikaruniai anak.

3. Bahwa sejak Desember 2019 antara Pemohon dan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga karena Termohon sering berbeda pendapat
dengan Termohon, Termohon selalu ingin dituruti kemauannya oleh
Pemohon, dan Termohon juga susah untuk dibina dan diarahkan, dan
Termohon suka cemburu buta.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada November
2020, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi
meninggalkan Pemohon.

5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak
suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan
Termohon pisah dan tidak, pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 3
bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan
Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah
tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah
tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat
hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang
bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa
yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kotabaru Cg. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa,
mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan
Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/
kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor
71/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 03 dan 19 Februari 2021 yang dibacakan di
persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak hadirnya Termohon, ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dali pemohonannya
untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
hadir menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pemohonan Pemohon yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx tanggal 15 Agustus 2015,
yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru.
Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokan
dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-
nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua
Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxxx tanggal 28 Januari
2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Ulin Kabupaten
Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

dicocokan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah
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di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua
Majelis;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 29 April 2019,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang
Tengah, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan
aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal
dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi

sebagai berikut :

B.
Saksi
1. Saksi 1 pemohon, tempat tanggal lahir di Jember 01 Juli 1960, agama

Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx,
Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah
sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon dan kenal dengan Termohon
sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa mereka menikah April tahun 2019, setelah menikah Pemohon
dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua
Pemohon xxxx, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah belum
dikaruniai anak (karena keguguran);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun
dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 mulai tidak harmonis lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
secara langsung, namun sering mendengar pengaduan dan curhat
Pemohon. Dan curhat dari orang tua Pemohon;
- Bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan
Termohon, menurut pengaduan Pemohon, karena Termohon tidak patuh
kepada Pemohon dan sering berbeda pendapat, juga Keluarga Pemohon
melihat Termohon seperti ratu, maunya di dalam kamar saja, jarang
keluar kamar dan jarang bantu orang tua Pemohon masak di dapur,
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maunya makan saja. Termohon sering tiba-tiba pulang ke rumah orang

tuanya tanpa pamit, yang terakhir ini pulang tiba-tiba ke rumah orang

tuanya tanpa pamit, ketika dijemput Pemohon, Termohon tidak ingin
kembali lagi;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3

(tiga) bulan yang lalu hingga sekarang, dan Termohon vyang

meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi dan Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik

rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena

Pemohon dan Termohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan

Termohon;

- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi 2 pemohon, tempat tanggal lahir di Banjar Negara 22 Maret 1995,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx
Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah
sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon

sebagai isteri Pemohon;

- Bahwa mereka menikah tahun 2019, setelah menikah Pemohon dan

Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah belum

dikaruniai anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun

dan harmonis, namun sejak akhir awal tahun 2020 mulai tidak harmonis

lagi, sering terjadi perselisihnan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar

secara langsung, namun sering mendengar pengaduan dan curhat

Pemohon dan keluarga Pemohon;

- Bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan

Termohon, menurut pengaduan Pemohon, karena sering berbeda

pendapat, bertengkar hal-hal kecil, saksi kalau lihat Termohon jarang

ngomong dan lebih sering di kamar dari pada keluar kamar. Tiba tiba

Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit. Dan ketika
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Pemohon jemput, Termohon tidak mau balik lagi, kelihatannya sudah
tidak suka lagi sama Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak
November tahun 2020 yang lalu hingga sekarang, dan Termohon yang
meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi dan Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik
rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena
Pemohon dan Termohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan
Termohon;

- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di
persidangan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada
permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah
hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha
dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya
untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak
berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 71/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 03 dan 19 Februari 2021 yang dibacakan
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di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang
sah, oleh karena itu pemohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon
dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (putusan verstek)
dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam
permohonan Pemohon, pada pokoknya adalah:

- Bahwa, sejak Desember 2019 antara Pemohon dan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga karena Termohon sering berbeda pendapat
dengan Termohon, Termohon selalu ingin dituruti kemauannya oleh
Pemohon, dan Termohon juga susah untuk dibina dan diarahkan, dan
Termohon suka cemburu buta;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada November
tahun 2020, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi
meninggalkan Pemohon;

- Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak
ingin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, dan sejak
tahun November tahun 2020 pula antara Pemohon dengan Termohon pisah
rumah dan tidak pemah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri
hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai
bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam
rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan
yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai
dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon di
persidangan, maka dapat ditafsirkan Termohon telah mengakui seluruh dalil
permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dianggap benar
dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara
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perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk
mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang
memiliki aspek /lex specialis dan dengan mengingat asas mempersulit
perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan
adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh
peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39
ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685
KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat P.1, dan P.2, alat-alat bukti tersebut dibuat
oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,
sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh
karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata
dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan
pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 10
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. sehingga Hakim
menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan
materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon
yang dahulu menikah secara Islam dengan Termohon dan sekarang para pihak
berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan masih beragama
Islam yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 dan P.2, yang merupakan fotokopi
KTP elektronik dan Surat Keterangan Domisili Pemohon maka sesuai
ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun

2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara
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absolute menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi
kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat
selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal
285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang
10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13
tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai
ikatan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri
yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak telah sesuai
dengan asas personalitas kesilaman, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 11 dan Pasal 13
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, 6
dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon
harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara a
quo (persona standi in judicio), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materiil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mempunyai hubungan
kedekatan dengan Pemohon sebagai Paman dan Tetangga dekat pemohon,
sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah
disumpah, dan mengenai adanya sebab dan akibat dari pertengkaran dan
perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta
yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, akan tetapi sering
mendengar curhat dan pengaduan Pemohon dan dari keluarga besar Pemohon
dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 relevan dengan dalil yang harus dibuktikan
oleh Pemohon bahwa sebab perselisihan adalah Termohon sering berbeda
pendapat dan bertengkar hanya karena masalah-masalah kecil, dan juga
karena Termohon jarang keluar kamar membantu memasak di dapur dan hanya
ingin makan saja, dan tiba-tiba keluar dari rumah kembali ke rumah orang
tuanya tanpa pamit dan akibat perselisihan tersebut Pemohon meninggalkan
Termohon dan telah pisah rumah selama 3-4 bulan atau bulan November 2020
hingga sekarang, sehingga Pemohon dipandang telah mampu membuktikan
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dalil permohonannya vyaitu telah terjadi perselisihan terus menerus antara
Pemohon dan Termohohn yang mengakibatkan pisah rumah sejak November
2020, hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379
K/AG/1993 tanggal 26 Maret 1997, sehingga alasannya dapat diterima. Dengan
demikian keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan
tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg
dan Pasal 308 dan 309 R.Bg jo Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 jis. Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi
Hukum lIslam. Sehingga keterangan saksi 1 dan saksi hanya sebagai bukti
permulaan dan membutuhkan alat bukti tambahan yaitu bukti persangkaan;
Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam hal ini mengambil pendapat
putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2011, No. 308 K/Sip/1959
sebagai pendapat Majelis hakim yang disebutkan bahwa: "Testimonium de
auditu" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan
kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu
dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang”. Maka berdasarkan pada pasal 284 Rbg
jo. 1922 KUH Perdata, dimana hakim diberikan kewenangan untuk
mempertimbangkan suatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti
persangkaan, asal hal itu dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Oleh karena
itu, keterangan saksi 1 dan saksi 2 perihal keadaan rumah tangga pemohon
dan Termohon dapat menjadi alat bukti persangkaan yang membuktikan bahwa
Termohon dan Pemohon memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang mengakibatkan para pihak sudah pisah tempat tinggal selama kurang
lebih sejak November 2020 yang lalu hingga sekarang;
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim

telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang

berkepanjangan sejak awal tahun 2020;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon

tersebut karena karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan sering

berbeda pendapat, juga Keluarga Pemohon melihat Termohon seperti ratu,

maunya di dalam kamar saja, jarang keluar kamar dan jarang bantu orang

tua Pemohon masak di dapur, maunya makan saja. Termohon sering tiba-

tiba pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit, yang terakhir ini pulang

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No. 71/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba ke rumah orang tuanya tanpa pamit, ketika dijemput Pemohon,

Termohon tidak ingin kembali lagi;

Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak November tahun 2020 yang
lalu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat

tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun
kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara
Pemohon dengan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman
bersama yang telah berlangsung sejak November tahun 2020 hingga sekarang
tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan
Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir
batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di
atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung
dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana
Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal
lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam
ditegaskan bahwa ‘“perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai
talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan
pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali
rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang
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telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihnan dalam rumah tangga
tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan
telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah
tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi
dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah
rumah sejak November tahun 2020 sampai dengan sekarang, hal ini
menunjukan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh
Pemohon terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena karena Termohon
tidak patuh kepada Pemohon dan sering berbeda pendapat, juga Keluarga
Pemohon melihat Termohon seperti ratu, maunya di dalam kamar saja, jarang
keluar kamar dan jarang bantu orang tua Pemohon masak di dapur, maunya
makan saja. Termohon sering tiba-tiba pulang ke rumah orang tuanya tanpa
pamit, yang terakhir ini pulang tiba-tiba ke rumah orang tuanya tanpa pamit,
ketika dijemput Pemohon, Termohon tidak ingin kembali lagi, dengan demikian
unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak November tahun
2020 hingga sekarang dan pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha
mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta pihak keluarga sudah tidak
sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian
unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Pemohon dan Termohon dengan mengoptimalkan penasehatan kepada
Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap
bersikeras untuk bercerai dan Termohon tidak pernah datang menghadap di
persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat
terlaksana, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal 19 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil
alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak
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hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup
berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak
berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah
merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian
sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama
Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan
berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi: Gugatan/
Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga
sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

1. Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;

2. Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;

3. Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya
sebagai suami isteri;

4. Bila telah pisah ranjang/ tempat tinggal bersama dan;

5. Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya Wanita
idaman lain, Pria idaman lain, Penjudi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, perkawinan antara
Pemohon dan Termohon telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat

dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21
J2zo lgdl lgiSauid Lolgji pSamsil o oS gl Ol ailil oo
él.b._,\s u! ao> 9 6390 pSn.u
V9 Sy pol LY
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon
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selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling
mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap
sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan
Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh
melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses
negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas
kemanfaatan yang diperoleh, sehingga majelis hakim berpendapat lebih layak
rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan
dari pada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah
tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan
dengan kaidah Fighiyah yang berbunyi:

swlioll €55 @lasll wd> Js pria

Artinya: “Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Majlis Hakim mengemukakan dalil ayat Al-Quran dan
doktrin ahli hukum Islam sebagaimana termuat dalam beberapa kitab yang
diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Al- Qur'an Surat al-Baqgarah ayat 227 : ) )
Aule gaois alll H15 ML 15352 O)s
Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka
sesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";
2. Kitab Al-Figh al-Islamy wa adilatuh, juz 7, halaman 527, karangan
Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

g0 Y pMaullg 6Muall adde algilg s Mg loax> as>g ;U

JleVe

Artinya : “Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang
terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk
mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri

menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda
Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh

melakukan kemadharatan;
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3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz | halaman 83:

s vz ol slo o lavai ez GMal Lollas M), Lzl 2dg
Oo 890 arzg ll alas )l guai cauzg glioVs gibai lgrd gai
oz 9 Al ozl e oS Ol oloizo Sl i)l OV o, Jot
allasdl zo) oLl Iang xugall Hauully
Artinya: “Islam memilih lembaga talag (cerai) ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan
perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab
meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan
penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan
semangat keadilan”;
4. Kitab Ahkam Al qur’an, jilid 11, halaman 405:

a 5>V Ll
Artinya: “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan,

sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang
yang zhalim dan gugurlah haknya”;
5. Kitab Al-Anwar, Juz 3, halaman 55 :

ainll ailil Lz ane sl s,lss ol snis sims 0l
Artinya: “Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib,

maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak
melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka
permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana
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ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syar’l yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu rajii terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan
Agama Kotabaru;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga
ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada
hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13
Rajab 1442 Hijriah, oleh kami H. Riduan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Azhar
Nur Fajar Alam, S.H. dan Imaduddin Sakagama, S.H.l. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota dan Abd. Hamid, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Riduan, S.Ag
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,
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Azhar Nur Fajar Alam, S.H. Imaduddin Sakagama, S.H.l.

Panitera Pengganti,

Abd. Hamid, S.H.
Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 1.200.000,00
4
Biaya PNBP Panggilan  Rp. 20.000,00
Biaya Redaksi Rp 10.000,00
Biaya Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 1.320.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
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